
Menimbang 

Mengingat 

BUPATT SAMBAS 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR 2T TAHUN 2016 

TENTANG 

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016-2036 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAMBAS, 

a.bahwa dadamn rang.ka meningkatk.an pelayanan air minu 
kepada masyarakat yang lebih baik dan optimal, perlu 
dilakukan penyelenggaraan dan pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Mimum dalam kesatuan yang utuh dan 
termntegras; 

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Thun 2005 tentang 
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Mimum, bahwa dalamn 
pengembanga Sister Penyediaan Air Minum perlu dibuat 
Rencana Induk Sister Penyediaan Air Minum yang ditetapkan 
oleh Pererintah Daerah sesuai dengan kewenanganya, 

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetaplan Peraturan 
Bupati tentang Rencan Induk Sister Penyediaan Air Mimum 
Kabupaten Sambas Tahun 2016-2036, 

Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352, se baga 
Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Noor 72, Tamnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820; 

2 Undang-Undang iomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1974 Nomor 65, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3046); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisten 
Perencanaan Pembangnan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahu 2004 Noor 104, Tabahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421; 



4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Kuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4726) 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 
Lembarn Negara Republik Indonesia Nomar 5059; 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5072), 

• Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
Lah.an Pertarias Pangan Berkelanjutan (Lembaan Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 5068; 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor T, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
54591 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587] sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang iomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
204 tentang Pemerintaha Daerah Menjadi Undang- Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Noor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679 

10. Peraturan Pemerntah Nornor 82 hun 2001 ten tang 
Pengelolaan Kualitas Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu 2001 Nomor 153, Tmbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4161; 

1l Peraturan Pemerintah Noror IS fghun 2010 tentang 
Penataau Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 21, Tambahan Lerbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5103l 

2. Peraturan Pererintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2011 Nomor 74, 
Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5230 



13. Peraturan Pemerintah Noma 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Noor 123 Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539% se bagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor a47 hun 2015 tentang 
Perubahan Ates Peraturan Pemerintah Norr 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Noor 157, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717 

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/20OT 
tentang Penyelenggaraa Pengembangan Sistem Penyediaan 
Air Mimum; 

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 01/PRT/M/2009 tentang 
Penyelenggaraan Sister Penyediaan Air Mimum Bukan 
Jaringan Perpipaau 

16. Peraturan Menteni Kesehatan Nomor 492/Menkes/ Per /IV/20IO 
tentang Persyaratan Kualitas Air Mimum; 

17 Peraturan Menteri Peleerjaa Unum Nomor 18/pRT/M/2012 
tentang Pedoma Pembina.as Penyelerggaraan Pengembangan 
Sistem Penyediaan Air Mimum; 

18. Peraturan Menteni Pekerjaan Umum Noror 13/PRT/M/2013 
tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan 
Sistem Penyediaan Air Minurn, 

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 01/PRT/M/2014 tentang 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nornor 2 Tahu 2010 
tentang Rencana Perbangunan Jangka Panjang Daera.h 
Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2 

21 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Thun 2015 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas 
Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas 
Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabu paten Sambas Noror 25; 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATT TENTANG RENCANA INDUK SISTEM 
PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016-2036 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 
1 Pererintah Daerah adalah Peerintah Kabupaten Sambas 
2. Bupati adalah Bupati Sambas 
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA 

adalah BAPPEDA Kabupaten Sambas 
4. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat TRW adalah Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas 
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah badan 

usaha milik daerah yang melayani kebutuhan air mirum di daerah 
6. Rencana Induk Sister Penyediaan Air Minun yang selanjutnya disingkat RISPAM 

adalah suatu rencana jangka panjang 20 (duapuuh) tahun yang merupa.kan 
bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan 
bukan jaringan perppaean berdasarkan proyeksi kebutuhan air minuam pad.a satu 
periode yang dibagi dala beberapa taha pan dan memuat omponen utan#A 
sistem beserta dimensi-dimensinya 

7RISPAM Kabupaten adalah Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Mimum pada 
wilayah Kabu paten Sambas 

8. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku 
adala.h air yang dapat berasal dari sum ber air permukaan, cekungan air tanah 
dan/atau air hujan yang mememuhi baku futu tertentu sebagai air ba.ku untuk 
ar mum 

9,Air minum adalah air mimum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau 
tanpa proses pengola han yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung 
drum 

10. Penyediaan air minur adalah kegiatan menyediakan air mimum untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat a.gar mendapat.k.an kehidu pan yang sehat, 
bersih, dan produktif 

1I Sisterm Penyediaan Air Mimum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu 
kesatuan sister fisik (tekrik} dan non-fisik dari prasaracna dan saran.a air 
mnum 

12. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas 
dan/atau meningkatkan sistem fsk (teknik] dan non-fissik (kelem bagaan, 
manaemen, keuangan, peran masyaura.k.at, dan hukum) dalam kesat uan yang 
utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju 
keadaan yang lebih bake 

13. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah 
tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai 
dan ana.k-an.a. sugaya yang berfungsi menamnpung air yang berasal dari 
curah hujan dan sumber airlaunya dan kemudian mengalirkannya melalui 
sungai utama kelaut. 

14. Penyelengsara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara 
adala.h badan usaha milike negara/ badan usaha milik daerah, badan usaha milik 
desa, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompo.k mnasyarakat yang 
melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air mimum 



BAB IL 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud ditetapkannya RISPAM adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, 
penyelenggara dan para ahli dalarm perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan 
SPAM di Kabupaten Sambas yang disusun dalam dokumen RISPAM dengan 
memperhatikan kebijakan dan strategi serta mengacu pde RW Kabupaten 
Sambas 

Tujuan ditetapkanya RISPAM adalah: 
a. mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air mimum yang berkualitas dengan 

harga terjangkau di daerah; 
b mencapai kepentingan yang sein bang antara konsumen dan penvedia Jaso 

pelayanan air bersih di daera.h; 
e. mencapai peningkatan efesiensi dan cakupan pelayanan air minum di daerah; 

dan 
d. mendorong upaya gerakan penghematan pemakaian air 

BAB Ill 
SISTEMATIKA RISPAM 

Pasal 4 

(I RISPAM merupakan dokumen perencanaan yang terdiri dari 
a. BAB! Pendahuluan; 
b. BAB[I Gambaran Umum Kabupaten Sambas 
• BAB III Kondisi SPAM eksisting 
d. BAB[IV Standar/kriteria perencanaan; 
e. BAB poyeksi kebutuhan air; 
f. BAB] Potensi air bakqu; 
g. BAB VII Rencana pengembangan SPAM, 
h. BAB VIII Rencana pendanauan/investasi; d.an 
i. BAB IX Rencana pengembangan kelembagaan 

(2] RI8PAM gebagaimana diraksud pada ayat (l) tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

BAB IV 
JANGKA WAKTU 

Pasal 5 
(I)RISPAM Kabupaten Sambas ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) 

Tahun 
(2 RISPAM Kabupaten Sambas yang telah ditetapkan, harus ditinjau ulang setiap 5 

(lira) tahun dan dapat dilakukan perubahart, apabila terdapat ha-hal khusus 
dengan tetap memperhatikan perkembargan penataan ruang wilayah Kabupaten 
Sambas 

(3 Peninjauan ulang RI9PAM sebagaimacna dim.aksud pada ayat (2) menjadi 
tanggung jawab Dinag Telesis yang membidangi Sister Penyediaan Air Mimum 

) Tanggungiawab Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat t 
dilaksanakan oleh kelompoke kerja yang ditetaplan oleh Bu pati. 



BAB V 
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN 

Pasad 6 

Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksana.an R1SPAM dilaksanakcan oleh 
BA PPEDA Kabupaten Sambas. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
Agar setiap orang mengetahuinya, mererintahkan pengundangan Peraturan Bu pati 
ini dengan penempatanya dalam Berita Dae-rah Kabu paten Sambas 

Ditetapkan di Sambas 
pada tanggal 8 November 2016 

BUPATT SAMBAS, 

1TD 

ATBAH ROMIN SUHAILI 
Diundangkan di Sambas 
pada tanggal 8 November 2016 

SEKRE'TARIS DAERAH 
KABUPATEN SAMBAS, 

TTD 

JAMIAT AKADOL 

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 20I6 NOMOR 2T 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

DAN 'RUNDANG-UNDANGAN 

MARIANIS, SH, MN 
Pembina (IV/a) 

NIP. 19640112 200003 1 003 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR 27 TAHUN 2016 
TENTANG RENCANA INDUK 
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016-2036 

DOKUMEN RENCANA INDUK SI9STEM PENYEDIAAN AIR MINUM 
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016-2036 
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BUPATI SAMBAS, 

TTD 

ATBAH ROMIN SUHAILI 

Salinan Sesuai Deegan Alinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
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